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PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3276051308830009, tempat dan tanggal lahir Bogor,

13  Juni  1983,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN KAYONG UTARA, dalam hal ini memberi

kuasa  kepada:  Rustam  Halim,  S.H.,M.A.P.,  M.Sos,

Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49

Kelurahan  Sampit  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx  Kabupaten

Ketapang,  email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan

Surat  Kuasa Khusus 17 September  2024 tanggal  18

September 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK  3276054610850008, tempat  dan  tanggal  lahir

Tasimalaya, 06 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan

SD,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat

tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA (Paket 2 / TR

9, xxxxx xxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September

2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court)  di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Ketapang, Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 18 September 2024,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  16  Juni  2009,  Pemohon  dan

Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh   Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Taraju,  Tasikmalaya,

Jawa Barat berdasarkan kutipan buku akta nikah   nomor : 298/II/X/2009,

tanggal 1 Oktober 2009 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah

sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

di  rumah milik bersama di  Bogor  selama 8 (delapan)  tahun,  selanjutnya

tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 2 (dua) tahun, kemudian

tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kayong Utara hingga

saat ini. 

3. Bahwa  selama  masa  pernikahan,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia

2  (dua)  orang  anak  bernama  Arisma  Rahmawati  (umur  17  tahun)  dan

Faesa Zhafira Anassis (umur 14 tahun). Kedua anak tersebut tinggal dan

diasuh oleh Termohon. 

4. Bahwa  sejak  semula  berumah  tangga,  kondisi  rumah  tangga

Pemohon  berjalan baik,  rukun dan bahagia apalagi  lahir  anak sehingga

kebahagiaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  terasa  semakin

lengkap  sekitar  5   (tiga)  tahun,  akan  tetapi  sejak  tahun  2015,  antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:

4.1. Termohon  tidak  dapat  mengelola  keuangan

rumah tangga dan  tidak terbuka dalam hal keuangan;

4.2. Termohon suka melawan Pemohon apabila diberi nasehat

yang  baik  dan  bertahun-tahun  tidak  ada  perubahan  kearah  lebih

baik. 

5. Bahwa  kendati  Pemohon  sudah  berusaha  sekuat  tenaga  untuk

menyelesaikan  setiap  perselisihan  yang  terjadi  termasuk  membicarakan

dengan  orangtua  dan  keluarga  terdekat,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus terjadi.
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Padahal sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon adalah jiwa yang

satu,  harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah

tangga. 

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

dapat  dipertahankan  lagi  karena  sehari-hari  diwarnai  perselisihan  dan

kesalahpahaman. Antara Pemohon dan Termohon tidak  berdasarkan pada

hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf). 

7. Bahwa  puncak  perselisihan  terjadi  bulan  Januari  2024   dan

akibatnya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah yang meninggalkan

rumah adalah Pemohon. 

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak mungkin  dapat disatukan lagi, Pemohon   tidak sanggup lagi

membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh

karena kebahagian dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai

sesuai dengan tujuan perkawinan. 

9. Bahwa berdasarkan perselishan dan pertengkaran yang telah terjadi

antara Pemohon dan Termohon perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki

lagi  menjadi  perkawinan  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  bahkan

semakin tidak saling peduli.  Oleh karena itu  hal  ini  sudah memfaktakan

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  retak  sendi-sendinya

(Broken Merriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan

kaidah  hukum  yang  tetap,  yakni  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996

tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi :  Bahwa dalam hal perceraian tidak

perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan, akan tetapi yang perlu dilihat

adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab

jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah

pecah  dan  tidak  mungkin  dipersatukan  lagi  meskipun  salah  satu  pihak

menginginkan perkwinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan

maka pihak yang menginginkan  perkawinan pecah akan berbuat apa saja

agar perkawinannya pecah ;  

10. Bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas,  gugatan  Pemohon  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana  dalam Undang-Undang Nomor
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1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;  

11. Bahwa  oleh  karena  perkara  ini  in  casu  merupakan  bagian  dari

bidang  perkawinan,  maka  berdasarkanpasal  89  ayat  1  Undang-Undang

Nomor  7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan  Agama Juncto  Undang-Undang nomor 50

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pemohon  sanggup  untuk  menanggung

atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa,  berdasarkan  alasan  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Ketapang  c.q. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMER :

1.  Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon :

2.  Memberi  ijin kepada Pemohon (Wasisto bin Mulyana) untuk menjatuhkan

talak  terhadap  Termohon  (Ati  Suryanti  binti  Eman)  dihadapan  sidang

Pengadilan Agama Ketapang.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  diwakili

Kuasa  Hukumnya telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan Surat  Panggilan (relaas)  Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Ktp  tanggal

23  September  2024 dan  Nomor  711/Pdt.G/2024/PA.Ktp  tanggal  14  Oktober

2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa  Pemohon  telah  menyerahkan  asli  surat  permohonan  dan

Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui  Sistem Informasi

Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasihati  Pemohon agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  298/II/X/2009,  tanggal  01  Oktober

2009,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan  Taraju  Kabupaten  Tasikmalaya  Provinsi  Jawa  Barat.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  NIK  6104170506790001,  tempat  dan  tanggal  lahir

Ketapang,  05  Juni  1979,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG.,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai

suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon; 

 Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap

persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama terakhir di rumah kediaman bersama; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama arisma dan Faesa; 

 Bahwa  saksi  pernah  1  (satu)  kali  melihat  dan  sering

mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut; 
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 Bahwa  penyebab  perselisihan  Pemohon  dan  Termohon

adalah masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan

rumah  tangga  atau  boros.  Termohon  juga  sering  pinjam

uang/hutang tanpa sepengetahuan Pemohon; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  Januari  2024  dikarenakan  Pemohon  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama; 

 Bahwa  sejak  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang; 

 Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli; 

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  untuk  merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  NIK  6104170506790001,  tempat  dan  tanggal  lahir

Ketapang, 01 Februari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  xxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

KETAPANG.,  di  bawah sumpahnya memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai

suami istri karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap

persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama terakhir di rumah kediaman bersama; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak; 

 Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar  ketika  ada  orang  yang  mengaih  hutang  kepada

Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa menurut cerita Pemohon dan orangtua Pemohon,

Penyebab  perselisihan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  karena

Tergugat boros dan suka pinjam uang tanpa izin Pemohon; 
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 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  Januari  2024  dikarenakan  Pemohon  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama; 

 Bahwa  sejak  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang; 

 Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli; 

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  untuk  merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan

mereka namun tidak berhasil; 

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam perkara  ini  Pemohon  memberikan  kuasa

kepada Rustam Halim, S.H.,M.A.P.,  M.Sos, advokat  yang berkantor di  Jalan

Sisingamangaraja  Nomor  49  Kelurahan  Sampit  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx

Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

khusus  tanggal  17  September  2024  yang  telah  terdaftar  di  register

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ketapang  Nomor  526/S.Kuasa/IX/2024

tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa

hukumnya tersebut  telah  memenuhi  unsur  kekhususan sebagai  surat  kuasa

khusus, karena jelas telah menunjuk jenis  perkaranya di  Pengadilan Agama

Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa

yang  diberikan.  Oleh  karenanya  penerima  kuasa  harus  pula  dinyatakan

mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas  sebagai  subjek  hukum  yang  berhak

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi  kuasa, bahwa kuasa hukum

adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
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Nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat,  jo. Putusan  Mahkamah  Konstitusi

Nomor  101/PUU/VII/2009  tanggal  9  Desember  2009  dan  petunjuk  teknis

Mahkamah  Agung  melalui  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  tentang  Penyumpahan

Advokat;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  711/Pdt.G/2024/PA.Ktp  tanggal  23  September  2024 dan  Nomor

711/Pdt.G/2024/PA.Ktp  tanggal  14  Oktober  2024 yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu  alasan  yang  sah,  oleh  karena  itu  permohonan  Pemohon  tersebut

diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek sesuai dengan

ketentuan  Pasal  149 ayat (1)  Reglement Buiten Govesten (R.Bg) dan ibarat

nash  dalam Kitab  Raudhah  At-Thalibin juz  11 halaman 194 yang  berbunyi

sebagai berikut: 

والبينة          الدعوى سماع جاز بعذره أو بتواريه إحضاره تعذر وإن
عليه   والحكم

Artinya : ” Apabila Termohon berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur

(berhalangan) maka  Hakim  boleh  memeriksa  gugatan/permohonan

tersebut  beserta  bukti-bukti  yang  diajukan dan  memberikan  putusan

atasnya “;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan  Pemohon  adalah  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering

terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan

akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon

boros dan pinjam uang tanpa seizin Pemohon. Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal selama/sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1865

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalinya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg.  juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal

16 Juni 2006 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah

sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak keluarga serta

orang-orang terdekat dari  pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi

dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

hubungan  kekeluargaan  Pemohon  dengan  saksi-saksi  sebagaimana  yang

dimaksud  oleh  Pasal  172  ayat  (1)  angka  1  RBg.,  maka  hal  tersebut

diperbolehkan  dalam  perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist dari  aturan

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim

berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka
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keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami  istri  sah

yang  menikah  pada  tanggal  16  Juni  2006 dan  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Taraju,  Kabupaten

Tasikmalaya;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  pernah

tinggal  bersama  membina  rumah  tangga  dengan  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang

anak yang bernama Arisma Rahmawati dan Faesa Zhafira Anassis;

3. Bahwa antara  Pemohon dan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat mengelola keuangan

rumah  tangga/boros  dan  Termohon  suka  melawan  Pemohon  apabila

dinasihati Pemohon;

4. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan Januari 2024 hingga sekarang;

5. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun

tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

 Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka

ikatan  perkawinan  akan  sangat  rentan  terhadap  adanya  perceraian.

Kenyataan  inilah  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon;

 Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk

berdamai  (rukun  kembali)  dengan  Termohon  selama  dalam  proses

persidangan,  merupakan  fakta  kongkrit  yang  menunjukkan  bahwa

hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya  perkawinan  (broken  marriage)  (vide  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  pada  Rumusan  Hukum

Kamar Agama huruf A angka 1);

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  sulit  untuk

dirukunkan kembali,  perkawinan yang telah  pecah seperti  itu  tidak akan

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar

lagi  bagi  kesatu  belah  pihak,  serta  sulit  untuk  mewujudkan  kehidupan

rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah, sebagaimana yang

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

 Bahwa  apabila  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  ini  tetap

dipertahankan,  maka  Pemohon  dan  Termohon  tidak  akan  dapat

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  jo Pasal  77  ayat  (2),  (3)  dan (4)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  379/K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997  yang  mengandung  abstraksi

hukum suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi  dan tidak  ada harapan

untuk  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan

dengan  firman  Allah  SWT dalam Al-Qur'an  surat  Al-Baqarah  aya  227  yang

berbunyi:

عَليِمٌْ       سَمِيعٌْ اللهَ فَإنِّ الطلّقََ عَزَمُوا وَإنِْ

Artinya:  “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Dan sabda Nabi Muhammad saw :

الطلَّقُ      تعََالىَ اللهِّ إلِىَ الحَْلَلِ أبَغَْضُ
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Artinya:“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”.  (Sunan

Abu Dawud 3 / 505); 

Menimbang,  bahwa  dengan  melihat  kondisi  objektif  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dan antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang

lalu hingga sekarang, mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada

dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi

kedua  belah  pihak  ataupun  salah  satu  pihak  diantaranya.  Oleh  karena  itu,

menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

المـصــالـح؛ جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درء

Artinya :  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  daripada  menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  telah  cukup  alasan  bagi  Pemohon untuk  melakukan  perceraian

dengan Termohon berdasarkan Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan

Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  verstek dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  di  depan

sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
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untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin  kepada  Pemohon  (Wasisti  Bin  Mulyana)  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Ati Suryani Binti Eman)

di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa  tanggal  22  Oktober  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  19

Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh  Tio Feby Ahmad, S.H.I.,  M.H. sebagai  Ketua

Majelis,  Mufarrijul  Ikhwan,  S.H. dan  Rofi`  Almuhlis,  S.H.I. sebagai  Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Ikhwan

Khairuddin,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti serta  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.
Perincian Biaya:

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Ktp
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1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00
Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.
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